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Mengingat 

: a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam 
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat 
bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi 
persyaratan andal, sisternatis, utuh, menyeluruh, dan sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pemeliharaan Arsip lnaktif; 

1. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 
2003 Nomor151,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346); 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
---------f.><.:emerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

(Nlj4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
"1tl~nesia Nomor 5601); --~~~~-~--~--'!!9-..,,,,....-; 

1 ~a\q\ · '1 r turan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang .-._,;_--..J.-..---·---j i----+-.-."lll sanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 2 
t,~~-- __ __J1 sipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

:1 ~c;i.~" \\\ I or 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4 ~\t\~ \\~s .. or 5286); 
5 ~~ Vi.nai; 
lo. ~A.\A t\~ 

Menimbang 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, c 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR -'I~ TAHUN 2020 

TENTANG 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

~~llllll\81£1Il£C)'l.(~·mpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
otonom. 

1 UJ'l~l ati Serdang Bedagai. 
-,..;;...;.~&:'~'m!ri:rr~trt~~~ an kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
... ~=::.:.J::~wi;~i:1......:~UQj~"-'l,11,an perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

na oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
=.iil:Jll~~~~~~.t~~n-t~ aan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN 
ARSIP INAKTIF. 

Menetapi 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang 
Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1282); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repubik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai {Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2016 Nomor 6); 

11.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 38) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 
tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serdang 
Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2019 Nomor 58); 



6. 
7. 
8. 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
I bernegara. · 

Af"sip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 
Kbarsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. 
Atsip Dinamis adalah arsip yang cligunakan secara langsung dalam kegiatan 
Phncipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

9. :r::~ adalah Arsip ~~ fr~kuen~i penggunaannya tinggi dan/ atau terus- 

10. 1mbaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Dinas 
Pfrpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai. 

11. PEncipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemanclirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip 
dinamis. - · - - · : ·· ·- - · - - ·~- · 

12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berka.itan dengan kegiatan 
p nciptaan Arsip di lingkringannya. . . . 

13. nit Kearsipan adalah "satuan ·kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 
gas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Kearsipan. 

14. · pinan Unit Kearsipan adalah kepala perangkat daerah di linglrungan 
emerintah Daerah. . 

15. Kepala Unit Kearsipan adalah sekretaris pada perangkat daerah di lingkungan ([!i Remerintah Daerah. · 
16. J~adwal Retensi Arsip, yang. selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi 

aling seclikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan 
eterangan yang berisi rekomendasi · tentang penetapan stiatu jenis Arsip 

~usnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

17. Pienyusutan At'sip adalah · kegiata.n pengurangan jwnJah Arsip dengan cara 
pemindahan Arsip Iriaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan 
i).rsip yang tidak memiHki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis kepada LKD. 

18. Piengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara 
efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan 

emeliharaan, serta penyusutari. Arsip. 
19. emeliharaan Arsip adalah ·kegiatim menjaga keutuhan, keamanan, dan 

eselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya. · 
20. enggunaan Arsip adalah · kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi 

-, ~- __ - z •• ~Pi11~&~ pen~a ~ip yang_berhak. . 
([[).-.~, ~2 ~\}{, ~~~!~'111 adalah penempatan "naskah ke dalam suatu himpunan yang 

:·-=····. -·--· .,~~~~-€. ara sistematis dan logia sesuai dengan konteks kegiatannya 
1 .bpi, . , enjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan 
i !< .1 .1~ Ar. J!~s u. esamaan masalah dari suatu unit kerja. 
J ''!=1~~.·· sa,s· al psul Arsip adalah asas yang ~ untuk menjaga Ar~ip tetap 
{ r~elol dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (provenance),- tidak dicampur 
~.'.'~ i.:,., . , : ~engan ~sip yang berasa.t dari Pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat 
J '.,.···-· · _.,..,·,telelq!,pada konteks penciptaannya, 
) PEf.'.23: '·'' sas ~ Asli adalahasaayang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap ditata 
'· ... .. ·· . . esuai dengan pengaturan aslinya '(original order) atau ·· sesuai dengan 

~eng~turan . ketika Arsip :_ masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
pencipta Arsip, . 

··- 24. ;;::;!p~!t~~s~;~ ~~ ~~~~~an yan~ wajib ~ 
i p Amff= 4'ft ·f.i::t~alah trans~er worn:ia.si. dari rekaman yang berbasis kertas 
r.. IlJ"c! am I Y~ dengan tuJuan eflsiensi. 
; 1 ~ '!~ · ~~f cords Center· adalah unit yang khusus digunakan untuk 
2 S-e. gelolaArsip Inaktif:· -,.!..·· r, · · · P. ·-.;! ..,-., -s-c, · 

H~!?:Jrt;:.~'8Ci!l&-'>.l:&i».&d~hl ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum 
, 3 serta '. keberadaan sarana bantu untuk mempennudah 

-'-·- .. aatan Arsip. 
l--lliiiit+-- 

·' 



Bagian Kedua 
Pena taan 

(3) 

(1) =aan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a 

1
1 1 

un~ menjaga keautentikan, keutuhan, keama nan dan 
ese amatan arsip. : . 

(2) emeliharaan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
elalui kegiatan: · 

J. penataan; 

;
. penyimpanan; 
. alih media Arsip; dan 

1• 
perlindungan Arsip: · 

emeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB III 
PEMEUHARAAN ARSIP INAK.TIF 

Ruan lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. p meliharaan; dan 
b. p nggunaan. 

Pasal 4 

Tuju ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan Arsip 
Inakti sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja. 

Pasal 3 

Maks d ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka 
penge olaan Arsip lnaktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

28. Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 



'r.1 .. 1: ', r·: 
·~:.:·: G 

. ;~ ~ ... 

Pasal 8 

Pasal 7 · 

® 

(1) ¥sip lnaktif tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 
b yaitu Arsip Inaktif yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali 
~eperti pada waktu aktif, tidak ditata sebagaimana ketentuan tata Kearsipan, 
~erjadi campur aduk antara AriHp. dengan non Arsip., permasalahan satu 
dengan yang lain, berbagai masalah jadi satu dan bercampumya tahun Arsip 
~rcipta. 

(2) Tahapan penataan Arsip Inaktif tidak teratur sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi: · 
J. melaksanakan survey Arsip yang meliputi kegiatan identifikasi Arsip, 

penyusunan skema penataan, penyesuaian struktur organisasi dan 
perhitungan volume Arsip; 

o. melaksanakan pemilahan yang meliputi kegiatan pemisahari Arsip dan non 
Arsip serta rekonstruksi informasi Arsip berdasarkan skema yang telah 
ditetapkan; 

c, mendeskripsi Arsip; 
d.. manuver fisik berdasarkan deskripsi Arsip yang meliputi kegiatan 

I mengelo~pokkan fisik .Ai-~~p be:dasax:kan klasif~~~ ~i~;:;:':'"':·---·--~ "" , 
e. I;J)embe~_!lO~or defnntif fisik Ars1p; i : ._,,;, /\h:'~ itff.ASl f: 

:J ARAF ,~ t:~: ::d!~sb:~~; r· • ... -.·, ', ,.,.,, ... ,,,:.,~-,,··=~<CC'C"'-'~"'f: 
o si penyimpanan Arsip; } f{ ·\ BAG : ~.· 

_1-~Jo....:..:::~ir,rre,:~trm"~f!l1 Arsip dalam rak; . . ' t' ·.1 , r 
'""'*"=-"'- ......... ---.,... __ ......,.1,,L.:i.1,v.1,,aliiW/i=U Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat Jnform~si: 
•:) • t ~, A n ~ tt L,\.. \11 

(1) Arsip Inaktif teratur sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a 
y;aitu Arsip Inaktif yang semasa aktifnya telah ditata berdasarkan suatu sistem 
Kearsipan tertentu dan masih utuh penataannya. 

(2) 1ahapan penataan Arsip Inaktif teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan: 
d. menentukan skema penataan Arsip; 
ti. mendeskripsi Arsip; · 
d. menyampul fisik Arsip dengan kertas kising; 

manuver fisik berdasarkan deskripsi Arsip yang meliputi kegiatan 
mengelompokkan fisik Arsip berdasarkan klasifikasi Arsip; 
memberikan nomor definitif fisik arsip; 
menata fisik arsip ke dalam boks; 

g. memberikan label pada· boks arsip; 
tl. menentukan lokasi penyimpanan arsip; 
i mengatur boks arsip dalam rak; 
j menyusun daftar arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat informasi: 

1. Pencipta arsip; 
2. Unit pengolah; 
3. Nomor arsip; 
4. Kade klasifikasi; 
5. uraian infonnasi arsip; 
6. Kurun waktu; 
7. Jumlah; dan 
8. Keterangan. 

k, melakukan uji coba penemuan kembali Arsip; dan 
l melakukan pencetakan dan penjilidan daftar Arsip dan meminta 

persetujuan dari Kepala Unit Kearsipan. 



A 

Pelak~aan Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk 
peme · araan Arsip lnaktif, meliputi: 
(1) · Media Arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan 

emajuan telmologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan 
P,eraturan perundang-undangan. -· 

(2) Alih Media Arsip dilakukan dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan 

Fmajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
(3) sarana dan sarana -Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

arus memperhatikan hal sebagai berikut: - 
dapat menwnpilkan kembali informasi e2ektronik dan/ atau dokumen 
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan; . . . .- . . . 

. dapat melindungi -ketersediaan; keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan 
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 
elektronik tersebut; 

. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik terse but; · · 
dilengkapi dengan p iuk yang diumumkan dengan 

f'NM2Ji'fqiilA • . .. . · at dipahami oleh pihak yang 
··n~elet11~-- :-sis ~ elektronik te~ebut; dan 

. f8Nr.A.Gberk 1 untuk menjaga kebaruan, 
I..Q.L.~.!,#,..·~awabbn1 o dur atau petunjuk. 

l l!Ktr:\-1 r.. , 
A I; ~-,.-,, . 1~,,,,,r:.~~ 

l{_.\SC.1$BAG t h ~ 
P~R·l•U~AN >- • 1 . ,; 

I· --~----· 

Pasal 10 
·: ... 

(I} enyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} huruf b 
~Ualrukan-terhadap Arsip lnaktifyang terdapat dalam daftar Arsip. 

(2) E~enyimpanan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
ggung jawab Unit Kea.rsipan. 

(3) I nyimpanan Arsip lnaktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan 

=rmasi Arsip se. lama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA. 
(4) yimpanan Arsip Inaktif dilakukan di sentral Arsip lnaktif atau Records 

ter. 
(5) 1fecords Center sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada 

eraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. 
. .' ,.,:J - - .. .. 

Bagian Keempat 
Alih ¥edia Arsip 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Penyimpa:nan 

3. Nomor Arsip; 
4. Kode klasifikasi; 
5. Uraian informasi Arsip; 
6. Kurun waktu; 
7. Jumlah;dan 
8. Keterangan. 

. melakukan uji coba peQ.e~uan kembali Arsip; 
1 melakukan pencetakan dan penjilidan daftar Arsip dan meminta 

persetujuan dari Kepala Unit Kearsipa.n. 



milai guna kebuktian (evidentia~ sebag&imana dimaksud 

l 

P.ARAF K~-0-RDINA?l. ; 
-,--ttt--tH'SIB-'WlfH!-iBelRH&\-jruna kebuktian ( euidentiaO yang telah dialihmediakan tetap 
-+-=..:..;.;;;........;;~;ai..u.~1.1.1 ..._.....,...._~.· epentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan 

(2) 

( 1} Berita Acara Alih Media paling sedikit memuat: t waktu pelaksanaan; ", · ·· --· - · 
. tempat pelaksanaan; . .. 

jenis media; : 
jumlah Arsip; 

. keterangan proses Alih Media yang dilakukan; .r- ....... ~- •. ,, .. = ... ·-···· ···- 
pelaksana; dan . ·· ~ ~'{ ;: "!{ A IVfrJ~\.f .1, Q ~ ~ 

• - .. J. .. II. ... , '/.!,..)" .!\. ~ 
. penanda t.angan oleh pimpinan unit kearsipank, '·""· .,.~_.._ .. _ ... .,,.,.--,,·.~-~,,J 
aftar Arsip Dinamis yang·dialihmecliakan paling sedikit memiiat: r : ::.!.f.'1'~~; --- . -- .. - , ... ,. . . ·- ... j ~~;;~~ .:~r ~ f 

' • Arsi ~ I . Jems 1p; :, . 
jumlah Arsip; ~~-~~~-' ~' ~-'"'"'""01:-. .. .. .. ' 
kurun ak:ti.{ d i !{A.st nu..-t(; r _ 

w ; an ;. !~E:-:;,i !I 1 .. ,\},) t J,, :. keterangan. '. · · · · ·: II:> .. 

Pasal 14 

Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dalam melaksanakan Alih Media harus 
mem uat berita acara yang disertai .dengan daftar Arsip yang dialihmediakan. 

' . 

Pasal 13 

,;. 

· ada tiap Pencipta Arsip, 'Alih Media dapat dilaksanakan oleh unit pengolah 
an unit Kearsipan. . 

· Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
emperhatikan kondisi Arsip dan nilai informasi. 
ondisi Arsip sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain: 
. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik. 

atau 
. Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui 

dengan versi baru; atau" ' '"-, , ,. ' ; ,,. - ·. . - . . 
. informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara 

sistem tidak diperbarui 1agi. karena perkembangan teknologi. 
ilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana Alih Media 
iutamakan' terhadap; · · -e • • • 

. Informasi yang bedasarkan peraturan perundang-undangan tent.ang 
keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta merta; dan 

. Arsip yang berketerangan ~~e~ dalam JRA. 

Pasal 12 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 1 a1am melakukan Alih Media Arsip, pimpinan Pencipta Arsip menetapkan 
ltebijakan Alm Media Arsip. 

(2) *ebijakan Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
etode (pengkopian, konversi, -- migtasi}, prasarana dan. sarana, penentuan 

· rioritas Arsip yang di Alih Media, serta penentuan pelaksana Alih Media. 

. : . 
Pasal 11 

CID (4) 



Arsip Inaktif, Unit Kearsipan bertanggung jawab 

-~ Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
¢ttt.ur;;Jtt1W·1t.A~~ kepe1:1~gan'·P~merin~ Daerah dan 'masyarakat, . 

-:--tzit--t'e1~~1~A-1~iJA:i Inaktif sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan 
'~£.t:;~~ll!Wtus..JJ~~!!£l~Wll kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan 

-~il~" kepentingan publik, perlindungan hale, atau penyelesaian 

Pasal 18 

BAB IV 
PENQGUNAAN ARSIP INAKTIF 

erlindungan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
uruf d dilaksanakan untuk: 

- menjaga .kelestarianAraip; 
. memperpanjang umur simpan Arsip; dan 

, . menjaga kerusakan arsip dari bencana alam, bencana sosial, tindakan 
kriminal serta tindak kejahatan yang mengandung unsur sabotase, 
spionaae dan terorisme, • • '>' ,•• . ~I•~::"°"'. .• ,~,.·"':~"•'•'•'-M<-~ •... •.,\ 

erlindungan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (f )Btiil~'iderig~: 
membersihkan debu secara berkala; 'i._ .... ,, •·0•• ,.~'''" y .... ~., ... : f melakukan pengendalian hama terpadu; 1 v.,\:1~lr> 1 ~ 
mengatur suhu clan kelembaban ruangan; dan · .. , .... ·~u ij 

. melakukan restorasi Arsip. :' ·w r<. U!v! ~ 
I ; ..... - -:--: ' .. ·.--. ..... -- ~ ,- -- 
{ 1c~\!tJ'.nt-~/.c; 
·_ "r.'11'.\:11",',N ; L 
I .... ~~ ~- ' ' H7 

(1) 
' • • • J· 

Pasal 17 

Bagian Kelima 
Perlindungan Arsip Inaktif 

(2) 

Media Arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan Pencipta Arsip 
engan memberikan tanda tertentu yang ®~-~tkan, terasosiasi atau terkait 
engan Arsip hasil Alih Media. 
anda tertentu yang dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
· akukan dengan metode antara lain: 
. digital signature (security); 
. public key/ private key (akses); 
. watennark (copyright); atau , 

metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. 

(1) 
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a merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga 

j. negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan; 

. merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi; 
d.. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi; 
cl merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan 

komunitas klien yang dilayani; .-- 
. merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi; 

memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan 
keilmuan, budaya, atau historis; dan 

. berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stake holder 
internal dan ekstemal. · 

@ 
(2) 

"1"', \LL, 

.· 
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H. SOEKIRMAN 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal \ l ?zs.t:~ ;J.(f2J) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini d~ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

a. ketersediaan dan autentisitas bagi kepentingan pengguna Arsip yang 
berhak; dan 

b. keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip. 
(4) Penggunaan Arsip lnaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Kearsipan. 
(5) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4} berdasarkan 

sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip. 
(6) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 

kegiatan peminjaman Arsip yang meliputi kegiatan: 
a. menerima permintaan peminjaman Arsip; 
b. melakukan pencarian Arsip yang akan dipinjam melalui daftar Arsip secara 

manual dan atau elektronik. 
c. meletakkan out indicator ke dalam boks Arsip, sebagai pengganti Arsip yang 

dipinjam; 
d. mencatat permintaan peminjaman Arsip ke dalam buku peminjaman; 
e. menyerahkan Arsip lnaktif yang akan dipinjam kepada peminjam; 
f. perninjam menandatangani bukti penerimaan Arsip dalam buku 

pemmjaman; 
g. mengontrol walrtu pengembalian Arsip dan melakukan konfirmasi kepada 

peminjam; 
h. menerima. Arsip yang sudah dikembalikan dengan memeriksa kesesuaian 

antara Arsip dengan catatan peminjaman; 
1. menyimpan kembali Arsip-Arsip yang sudah dikembalikan ke tempat 

semula dengan mengambil out indicator, dan 
J. melaporkan basil kegiatan peminjaman arsip inaktif secara periodik. 
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